
Menimbang

KOTUIISI PEMTLIHAN UMUiJl

KABUPATEN TANJU}IG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 39 I PP.o4.2-Kptl 1 5o7 / KPU -Kab I tII I 2O2O

TENTANG

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2O2O

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf f seleksi

wawancara calon anggota PPS pada Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4-

KptlOS lKPU llll2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan,atau Wali Kota dan Wakil

Wati Kota, yang menyatakan KPU Kabupaten/ Kota

dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada

PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/ Kota;

SALINAT{



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Timur tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara PPS

Kepada Panitia Pemiiihan Kecamatan (PPK) se-

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2Ol7 terltarrg perubahan kedua atas Peraturan



Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyeienggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4'

Kptl03IKPU llll2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemiiih

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Timur Nomor : 33/PP.04.2-BAll5O7 IKPU-

Kab lIIl l2O2O Pendelegasian Wawancara Panitia Pemungutan

Suara (PPS) kepada PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pemilihan Serentak Tahun 2O2O.

Memperhatikan :



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KtrtrMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN

SELEKSI WAWANCARA PPS KEPADA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

Mendelegasikan wewenang tes wav/ancara calon anggota

PPS kepada PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi,

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun

2020.

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal

10 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2O2O dan 11 Maret

2020 sampai dengan 13 Maret 2020 (untuk perpanjangan

Pendaftaran).

Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan tes wawancara

calon anggota PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam keputusan ini.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati

dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KtrTlGA



KELIMA

Telah diteliti kebenarannya
Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabu paren Tanjung Jabung Timur

ukum

UZAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 6 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NURKHOLIS
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